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Perubahan lingkungan strategis global menyebabkan pengertian keamanan nasional yang dipakai negara-negara mengalami perubahan. Keamanan nasional  kini dipandang sebagai spektrum pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan individu. Saat ini masalah keamanan individu mengalami pergeseran, yang tadinya bersifat lokal, sekarang menjadi bersifat lintas negara sehingga tidak jelas batasan antara keamanan individu dan keamanan negara. Selain itu, ada perbedaan mendasar mengenai pandangan terhadap keamanan nasional di negara maju dan di negara-negara berkembang. Amerika Serikat melihat masalah terorisme sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya, tetapi negara-negara berkembang memandang kemiskinan, penyebaran penyakit menular, gejolak ekonomi, dan perebutan sumber daya alam sebagai ancaman bagi keamanan nasional. 

Dalam konteks tersebut di atas, landasan konstitusional RUU tentang Keamanan Nasional perlu dipikirkan lebih lanjut. Karena UU tentang Pertahanan Negara, UU Polri, dan UU TNI yang ada belum mewadahi seluruh stakeholder. Ada undang-undang yang mengatur hal-hal yang bersifat umum (lex generalis), dan ada yang mengatur hal khusus (lex spesialis). UU Keamanan Nasional harus bersifat fleksibel karena persoalan keamanan nasional yang ada sekarang berkembang pesat baik jenis maupun cakupannya. Kriteria mengenai ancaman juga harus jelas, ancaman apa saja yang harus ditangani TNI dan Polri. Selama ini TNI terpaku pada tugas pertahanan dan menjaga kedaulatan dan Polri terfokus menangani keamanan dan ketertiban. Namun ada tugas-tugas tertentu di mana keduanya terjadi persinggungan, di antaranya masalah penjagaan keamanan laut dan pencurian kekayaan alam. 

UU tentang Keamanan Nasional harus mengatur sistem keamanan nasional, operasionalisasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, juga mengatur penanganan kondisi krisis. UU tentang Keamanan Nasional perlu membahas persoalan-persoalan seperti: (1) kebijakan penggunaan kekuatan, (2) tanggung jawab sesuai peran dan fungsi lembaga, (3) kerja sama dengan instansi lain, (4) fungsi sektoral, dan (5) teknis. UU keamanan nasional juga harus mencakup 5 pilar utama, yaitu: (1) TNI, (2) polisi, (3) intelijen, (4) instansi seperti Departemen Dalam Negeri, Bea dan Cukai, dan (5) pertahanan sipil. Karenanya diperlukan ketegasan dan kejelasan mengenai tataran kewenangan dan pertanggungjawaban antar lembaga. 

Pertemuan ini juga menyepakati rumusan mengenai tujuan penyusunan UU tentang Keamanan Nasional, yang ditujukan untuk: (1) mengamankan kepentingan dan tujuan nasional serta mendukung kebijakan strategi nasional; (2) menjadi payung hukum pembentukan Dewan Keamanan Nasional, mengatur peran militer dan nirmiliter dalam keamanan nasional, mewujudkan kesejahteraan sosial, mengatur perbantuan TNI-Polri, direktif dan pengawasan efektif, menata peran intelijen dalam keamanan nasional, menyusun koordinasi dan kerja sama antar institusi, mengatur hubungan luar negeri tentang masalah keamanan nasional, dan melakukan penataan tata ruang nasional. Pada prinsipnya undang-undang ini akan mengatur hal-hal yang belum diatur dan menata kembali aturan-aturan yang belum tepat, serta mengatasi kelemahan dalam koordinasi lintas sektoral.
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